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ABSTRAK 

 

KETENTUAN HUKUM POSITIF INDONESIA DALAM MENGATUR 

PERKAWINAN BEDA AGAMA DAN AKIBAT HUKUMNYA 

 

MEGAWATI 

 

Perkawinan hal yang menarik untuk dibahas serta memiliki banyak 

persoalan, ialah salah satunya adalah perkawinan beda agama perkawinan beda 

agama banyak implikasi dan persoalan, mengingat bahwa perkawinan sah apabila 

dilakukan menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Perkawinan adalah 

ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan 

tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal 

berdasarkann Ketuhanan Yang Maha Esa. Permasalahan yang dikaji dalam 

penelitian ini adalah: (1) Bagaimana ketentuan hukum positif dalam mengatur 

perkawinan beda agama? (2) Apa akibat hukum perkawinan beda agama menurut 

hukum positif? 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji bagaimana ketentuan hukum 

positif dalam mengatur perkawinan beda agama dan pandangan agama serta akibat 

hukumnya. Penelitian ini mengunakan metode normatif yaitu dengan cara mengkaji 

peraturan perundang-undangan beserta peraturan lainnya yang relevan dengan 

penelitian. Adapun peraturan perundang-undangan yang dikaji dalam penelitian ini 

adalah peraturan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan 

Kompilasi Hukum Islam.  

Berdasarkan dari hasil penelitian perkawinan beda agama tidak sahnya suatu 

perkawinan jika dilakukan dalam dua agama yang berbeda karena, sah menurut 

agama maka sah juga menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Semua 

agama di Indonesia sudah secara tegas melarang adanya perkawinan beda agama. 

Akibat hukum dari perkawinan beda agama tersebut adalah bahwa status 

perkawinan berbeda agama tersebut tidak sah menurut agama masing-masing maka 

tidak sah juga menurut Undang-Undang Perkawinan. Status perkawinan yang tidak 

sah, maka akan membawa akibat hukum juga terhadap status dan kedudukan anak 

dan berebut pengaruh anak agar mengikuti ajaran masing-masing agama kedua 

orang tua. 

 

 

Kata Kunci: Perkawinan, Beda Agama, Akibat Hukum.  
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BAB I  

PENDAHULUAN  

A. Latar Belakang  

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita 

sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang 

bahagia dan kekal dan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa Perkawinan 

diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. 

Indonesia yang mempunyai beraneka ragam adat istiadat, budaya, agama 

dan kepercayaan yang berbeda-beda. Begitu juga dengan perkawinan di 

Indonesia yang budaya, dan serta aturan-aturan yang tidak lepas dari pengaruh 

agama dan kepercayaanya, untuk menyesuaikan aturan hukum tersebut maka 

dari itu dibuat hukum perkawinan nasional. 

Seperti yang ada di pasal (1) di tetapkan tentang pengertian perkawinan 

sebagai berikut: “perkawinan adalah ikatan lahir bathin anatara seorang pria 

dan wanita sebagai suami/isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah 

tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.1  

Undang-Undang tersebut sudah berlaku dan merupakan landasan hukum 

serta aturan pokok dalam perkawinan di Indonesia yaitu Undang-Undang (UU) 

No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. formal yuridis bagi bangsa Indonesia, dan 

telah menjadi bagian dari hukum positif. 

 
1 Djaja S. Meliala. Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Perkawinan. 

Bandung: Nuansa Aulia. 2008. Hal. 1. 
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 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, yang sudah 

berlaku secara resmi sejak tanggal diundangkan perundang-undangan itu. Selain 

meletakkan asas-asas, dan sekaligus menampung prinsip-prinsip dan 

memberikan landasan hukum perkawinan yang selama ini menjadi pegangan 

dan berlaku bagi berbagai golongan masyarakat di indonesia.2 

Seperti yang ada di dalam Undang-Undang perkawinan tersebut yang 

mengatur prinsip-prinsip perkawinan itu sendiri, harta bersama antara suami istri 

di dalam perkawinan, pembatasan untuk thalaq dan rujuk hubungan orang tua 

dengan anaknya dan lain sebagainya.3 

Setiap orang mendambakan pasangan hidup yang seagama sehingga 

dapat membangun keluarga dengan satu kesepahaman atau satu prinsip dalam 

hal tujuan hidup ataupun mendidik keturunan. Tapi banyak pasangan yang 

melakukan perkawinan beda agama, karena tidak ada batasnya pergaulan antar 

manusia.4 

Walaupun sudah memiliki hukum nasional yang mengatur tidak menutup 

kemungkinan banyak masyarakat yang masih aturan adat istiadat dari agama dan 

sukunya masing-masing. Maka dari itu di dalam melakukan perkawinan banyak 

yang tidak mengikuti aturan yang sudah ada yaitu melakukan perkawinan beda 

agama. Yang sudah sangat ditegaskan tidak boleh dilakukan. 

 
2 Asmin. Status Perkawinan Antar Agama Ditinjau Dari Undang-Undang Perkawinan 

No.1 Tahun 1974. Jakarta: Dian Rakyat. 1986. Hal. 16. 

 
3 Abd. Rozak A. Sastra. Pengkajian Hukum Tentang Perkawinan Beda Agama. Jakarta. 

2011. Hal. 3. 

 
4 E Dewi Rarasati. Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Perkawinan Beda Agama. 

2015. Hal. 1. 
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Perbedaan dalam pernikahan sudah dianggap lumrah, namun jika yang 

berbeda adalah agama maka, itu bisa menimbulkan permasalahan karena Dalam 

Undang- Undang Perkawinan Dalam Pasal 2 ayat (1) yaitu: perkawinan adalah 

sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan 

kepercayaannya itu. Maka dapat di artikan, pernikahan dapat dikatakan sah 

apabila pasangan yang hendak menikah itu adalah seagama atau satu 

kepercayaan. Oleh karena itu ketentuan dalam pasal tersebut, tidak jarang 

seseorang yang hendak melangkah ke jenjang perkawinan tapi ia memiliki calon 

pendamping yang berbeda agama. 

Kedua calon pasangan yang akan melakukan pernikahan beda agama 

akan berpindah agama atau melakukan penyeludupan hukum, untuk 

melaksanakan pernikahan tersebut. Salah satu calon suami atau istri bisa pindah 

agama mengikuti calon pendampingnya atau sebaliknya, agar pernikahan 

mereka tersebut dapat dikatakan sah.5 

Kenyataan dalam kehidupan masyarakat bahwa perkawinan berbeda 

agama terjadi sebagai realita yang tidak bisa dipungkiri. Banyak sekali pasangan 

yang ingin hidup bersama namun tidak di dalam ikatan perkawinan karena di 

dasari agama dan kepercayaan yang berbeda dan pasang tersebut hanya 

berpegang pada komitmen. 

Persoalannya adalah dimana jika komitmen itu tidak berjalan dengan 

seharusnya atau tidak baik, hubungan tersebut menjadi rumit serta menimbulkan 

 
5 Rahma Nurlinda Sari. Pernikahan Beda Agama Di Indonesia Ditinjau Dari Hukum 

Islam Dan HAM. Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan. 2018. Hal. 3. 
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konflik- konflik yang tidak diinginkan sehingga seiring berjalannya waktu 

hubungan mereka memudar karena meresa tidak adanya kebahagiaan dari 

komitmen itu Karena tidak ada kepastian dalam hubungan perkawinan  

Apabila tetap melangsungkan perkawinan dan keduanya tetap 

mempertahankan agama dan kepercayaannya masing-masing maka perkawinan 

tersebut akan berakibat dalam kerukunan rumah tangga dan jika memiliki 

keturunan dan akibat hukum yang mengakibatkan kerukunan kehidupan 

berumah tangga karena tidak adanya peran agama di dalam tujuan 

perkawinannya dan tidak tercapainya tujuan dalam rumah tangga.  

Jika mempunyai anak, anak tersebut akan bingung memilih keyakinan. 

Perkawinan beda agama juga tidak ada kepastian hukum, karena pada dasarnya 

hukum di Indonesia tidak secara khusus mengatur tentang perkawinan beda 

agama itu.  

Berdasarkan uraian tersebut di atas, penulis berminat untuk 

membahasnya dalam bentuk karya ilmiah, yang kemudian penulis konstruksikan 

sebagai judul skripsi, yaitu “KETENTUAN HUKUM POSITIF INDONESIA 

DALAM MENGATUR PERKAWINAN BEDA AGAMA DAN AKIBAT 

HUKUMNYA”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka 

rumusan masalah yang akan dibahas yaitu :  

1. Bagaimana kententuan hukum positif Indonesia dalam mengatur  

perkawinan beda agama ?  
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2. Apa akibat Hukum perkawinan beda agama menurut hukum positif 

Indonesia ? 

C. Ruang Lingkup dan Tujuan  

Ruang lingkup penelitian terutama di titik beratkan pada penelusuran 

tentang Akibat Hukum Perkawinan Beda Agama dan Ketentuan Hukum Positif 

Indonesia Dalam Mengatur Perkawinan Beda Agama. Dengan penulisan skripsi 

ini penulis bertujuan untuk memperjelas masalah.  

1. Untuk mengetahui ketentuan hukum positif Indonesia dalam mengatur 

perkawinan beda agama.  

2. Untuk mengetahui Apa akibat Hukum perkawinan beda agama menurut 

hukum positif Indonesia. 

Hasil penelitian ini semoga dapat bermanfaat sebagai tambahan  ilmu 

pengetahuan bagi penulis dan sekaligus merupakan sumbangan pemikiran 

khususnya dibidang Hukum Perdata yang dipersembahkan sebagai pengabdian 

pada Almamater. 

D. Kerangka Konseptual  

Kerangka konseptual adalah keterkaitan antara teori–teori atau konsep 

yang mendukung dalam penelitian yang digunakan sebagai pedoman dalam 

menyusun sistematis penelitian. Kerangka konseptual menjadi pedoman peneliti 

untuk menjelaskan secara sistematis teori yang digunakan dalam penelitian. 

a. Hukum Positif Indonesia, adalah kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis 

yang pada saat ini sedang berlaku dan mengikat secara umum atau khusus 
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dan ditegakkan oleh atau melalui pemerintah atau pengadilan dalam 

negara Indonesia.6 

b. Perkawinan adalah ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan 

seorang wanita sebagai suami isteri dengann tujuan membentuk keluarga 

(rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha 

esa.7 

c. Beda agama adalah berbedanya keyakinan dan cara pandang seseorang 

terhadap Tuhannya. Namun, setiap agama harus saling toleransi dan 

menghargai satu sama lain, serta tetap menjaga kerukunan antar umat 

beragama.8 

d. Akibat hukum adalah segala akibat yang terjadi dari segala perbuatan 

hukum yang dilakukan oleh subjek hukum terhadap objek hukum maupun 

akibat lain yang disebabkan oleh peristiwa tertentu yang oleh hukum yang 

bersangkutan sendiri telah ditentukan atau dianggap sebagai akibatnya.9 

e. Perkawinan beda agama adalah perkawinan antara pria dan wanita yang 

keduanya memiliki perbedaan agama atau kepercayaan masing-masing.10 

E Metode Penelitian 

 
6 Layyin Yeprila Ningrum. “Hukum Positif Indonesia”. Melalui 

Https://Blog.Ub.Ac.Id/Layyiny. Diakses Tanggal 2 Desember 2013. 

 
7Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan 

 
8 Brainly. Kesimpulan Tentang Perbedaan Agama. 

Melaluihttps://Brainly.Co.Id/Tugas/9134384. Diakses 5 Oktober 2020. 

 
9 Muhammad Sadi Is. Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: Kencana. 2015. Hal. 90.  

 
10 Abd. Rozak. A. Sastra. Op. Cit. Hal. 17. 

 

https://blog.ub.ac.id/layyiny
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1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan pada penyusunan penelitian skripsi ini 

adalah metode penelitian normatif karena dilakukan dengan cara mengkaji 

dan menganalisis bahan-bahan kepustakaan yang berupa literatur dan 

perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas 

oleh penulis dalam skripsi ini.  

2. Sifat Penelitian 

Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian yang bersifat deskriptif. 

Dengan jalan mendeskripisikan sejumlah variable yang berkenaan dengan 

masalahdan unit yang diteliti antara fenomena yang diuji.11 

3. Alat pengumpulan data 

Penulisan ini menggunakan pendekatan normatif, yang merupakan 

penelitian menggunakan bahan pustaka. Penelitian ini juga menggunakan 

bahan hukum primer, sekunder, dan tertier.  

a. Bahan hukum primer sebagai berikut: 

a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. 

b) Kompilasi Hukum Islam (KHI)  

b. Bahan hukum sekunder yaitu Bahan yang mendukung dan 

memperkuat bahan hukum primer. Memberikan penjelasan 

mengenai bahan hukum primer yang ada sehingga dapat dilakukan 

analisa dan pemahaman yang lebih mendalam. 12 

 
11 Wikipedia. Penelitian Deskriptif. 2010. 

 
12 Soerjono Soekanto Dan Sri Mamudi. Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan 

Singkat. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2003. Hal. 23. 
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 Dalam penelitian ini penulis menggunakan bahan hukum sekunder 

sebagai berikut: 

a) Penjelasan dari peraturan perundang-undangan yang di gunakan 

sebagai bahan hukum primer. 

b) Buku-buku literature bacaan yang menjelaskan mengenai 

perkawinan. 

c. Bahan hukum tertier yaitu bahan hukum pelengkap yang sifatnya 

memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer 

dan sekunder. Bahan hukum tersier di contohkan seperti: indeks 

komulatif, kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan lainlainnya.13 

4. Analisi data 

Analisi data yang digunakan adalah analisis kualitatif, yaitu penelitian 

yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-

undangan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.  

F. Sistematika Penulisan 

Penulisan skripsi ini terdiri dari empat bab, yang masing-masing bab 

memiliki keterkaitan satu dengan lainnya yaitu meliputi berikut ini: 

BAB I  : PENDAHULUAN  

Pada bab ini berisi tentang latar belakang, perumusan 

masalah, ruang lingkup dan tujuan, kerangka konseptual, 

metodelogi penelitian dan sistematika penulisan. 

 
 
13 Ibid. Hal. 54.  
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BAB  I  : TINJAUAN PUSTAKA 

Pada bab ini berisikan tentang teori yang berupa pengertian 

hukum positif Indonesia, pengertian perkawinan, 

pengertian beda agama, pengertian perkawinan beda 

agama, dan pengertian akibat hukum perkawinan. 

BAB III : PEMBAHASAN  

Pada bab ini berisikan tentang pembahasan ketentuan hukum 

positif Indonesia dalam mengatur hukum positif Indonesia 

dan pandangan agama tentang perkawinan beda agama dan 

apa akibat hukumnya. 

BAB IV :  PENUTUP  

Bab ini berisikan tentang kesimpulan dan saran yang 

berkaitan dengan analisa dan optimalisasi sistem 

berdasarkan yang telah diuraikan pada bab-bab 

sebelumnya. 
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